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ABSTRAK 

Samsudin Latuconsina, 201810115226 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas 

Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Akibat Konsumen Wanprestasi 

Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.  

Pada era modern seperti sekarang ini kendaraan merupakan suatu kebutuhan sarana 

transportasi yang mendukung mobilisasi kehidupan manusia, salah satunya yakni kendaraan 

bermotor. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, demikianpun 

meningkatnya kebutuhan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, hal ini tentunya 

dapat menyebabkan timbulnya kemungkinan pengeluaran biaya tersebut tidak dapat 

dilakukan sekaligus atau dibayar secara lunas.    

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bentuk perlindungan hukum 

bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector akibat 

konsumen wanprestasi berdasarkan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan 

fidusia dan untuk mengkaji dan mengetahui upaya perlindungan yang dapat diminta oleh 

konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector akibat konsumen 

wanprestasi. 

Kepentingan konsumen yang seringkali di abaikan dan hak konsumen yang berpotensi 

dilanggar oleh pelaku usaha, menjadi indikasi diperlukan peran negara untuk mengambil 

andil dalam upaya perlindungan konsumen. Penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt 

collector tidak dibenarkan oleh hukum apalagi Kunci dan STNK telah berpindah tangan ke 

debt collector maka perbuatan ini  merupakan tindakan perampasan sebagaimana telah diatur 

oleh undang undang hukum pidana pasal 365 diancaam dengan pidana 12 tahun 

penjajara.Undang undang no 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia salah satu fungsinya 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan Nasional dan 

untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak 

yang berkepentingan, maka perlulah dibentuk ketentuan mengenai undang undang jaminan 

fidusia. Jaminan Fidusia adalah penglihan hak kepemilikan sebuah benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam 

pengawasan pemilik benda tersebut. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau 

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. 

Fidusia sebagai lembaga jamianan kebendaan. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang 

mengikuti perjanjian pokoknya. Fungsi jaminan fidusia sebagai jaminan dalam pemberian 

kredit adalah sebgai Sarana pengamanan dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi 

oleh konsumen yang diperjanjikan tidak sesuai dngan waktu yang diperjanjikan. 

 

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Debt Collector, dan Konsumen  
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ABSTRACT 

Samsudin Latuconsina, 201810115226 Legal Protection for Consumers for Forced 

Withdrawal of Motorized Vehicles by Debt Collectors Due to Consumer Defaults Based on 

Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. 

In the modern era like today, vehicles are a necessity for transportation facilities that support 

the mobilization of human life, one of which is motorized vehicles. Along with the increasing 

needs of human life, as well as the increasing need for motorized vehicles as a means of 

transportation, this can certainly lead to the possibility that these costs cannot be done at 

once or paid in full. 

This study aims to examine and determine the form of legal protection for consumers against 

forced withdrawals of motorized vehicles by debt collectors due to consumer defaults based 

on Law No. motorized by debt collectors due to consumer default. 

Consumer interests that are often ignored and consumer rights that are potentially violated 

by business actors are an indication that the role of the state is needed to take part in 

consumer protection efforts. The forced withdrawal of motorized vehicles by debt collectors 

is not justified by law, especially since the key and vehicle registration have changed hands 

to the debt collector, so this act is an act of confiscation as regulated by Article 365 of the 

criminal law, which is punishable by 12 years imprisonment. Law No. 42 of 1999 Regarding 

fiduciary guarantees, one of its functions is to meet legal needs that can spur national 

development and to guarantee legal certainty and be able to provide legal protection for 

interested parties, it is necessary to establish provisions regarding the fiduciary guarantee 

law. Fiduciary guarantee is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust 

provided that the object whose ownership rights remain under the supervision of the owner of 

the object. Fiduciary recipients are individuals or corporations who have receivables whose 

payments are guaranteed by fiduciary guarantees. Fiduciary as a material guarantee 

institution. Fiduciary guarantee is an agreement that follows the main agreement. The 

function of a fiduciary guarantee as a guarantee in granting credit is as a means of securing 

credit in the event of a default by the agreed consumer not in accordance with the agreed 

time. 
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